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	MODUL
01
	GAMBARAN UMUM PENATA BUKUAN MANUAL PADA SATKER DILINGKUNGAN POLRI
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	Pengantar

	
	Dalam modul ini membahas tentang jenis- jenis penata bukuan manual, fungsi dari penata bukuan manual, dokumen sumber, dan kendala yang dihadapi oleh satuan kerja.
Tujuannya agar peserta didik dapat memahami jenis–jenis penata bukuan manual, fungsi/kegunaan penata bukuan manual, dokumen sumber, dan kendala yang dihadapi oleh satuan kerja.

	
	



	
	Standar  Kompetensi 

	
	Memahami gambaran umum penata bukuan manual pada satuan kerja di lingkungan Polri
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	Kompetensi   Dasar

	
	Memahami gambaran umum  penata bukuan manual pada satuan kerja di lingkungan Polri.
Indikator Hasil Belajar :
1. Menjelaskan pengertian- pengertian yang berkaitan dengan penata bukuan manual.
2. Menjelaskan tugas dan wewenang pejabat Keuangan Satker.
3. Menjelaskan jenis-jenis penata bukuan manual.
4. Menjelaskan fungsi dari penata bukuan manual.
5. Menjelaskan dokumen sumber.
6. Menjelaskan kendala yang dihadapi oleh satuan kerja.
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	Materi  Pembelajaran

	
	Pokok bahasan :
Gambaran Umum Penata bukuan manual pada satuan kerja di lingkungan Polri.
Sub pokok bahasan :
1. Pengertian- pengertian yang berkaitan dengan penata bukuan manual.
2. Menjelaskan tugas dan wewenang pejabat Keuangan Satker
3. Jenis-jenis penata bukuan manual.
4. Fungsi dari penata bukuan manual
5. Dokumen sumber.
6. Kendala yang dihadapi oleh satuan kerja.
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	METODE PEMBELAJARAN

	
	Metode Pembelajaran yang digunakan pada mata pelajaran ini meliputi ::
1. Metode ceramah 

metode ceramah digunakan untuk menjelaskan materi tentang  jenis-jenis penata bukuan manual, fungsi dari penata bukuan manual, dokumen sumber, dan kendala yang dihadapi oleh satuan kerja.

2. 
Metode diskusi

metode diskusi digunakan untuk mendiskusikan materi proses penata bukuan manual dan kendala yang dihadapi oleh satuan kerja.
3.
Tanya jawab diberikan kepada peserta didik untuk memperoleh penjelasan lebih lengkap terkait materi yang disampaikan oleh pendidik untuk memperkuat pemahaman peserta didik.
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	Alat, Media, Bahan dan Sumber Belajar

	
	1. Alat, Media dan Bahan
a. laptop.
b. infocus.
c. white board.

d. spidol WB.

e. penghapus.

2. Sumber Belajar :

a.
Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
b.
Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran  Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
c.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 6 tahun 2006  tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
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	Proses   Pembelajaran

	
	1. Tahap awal : 25 menit

a. Pendidik menistruksikan kepada peserta didik untuk merefleksikan materi pengertian- pengertian yang berkaitan dengan penata bukuan manual dan tugas dan wewenang pejabat keuangan negara.
b. Pendidik  melakukan apersepsi dengan menanyakan kepada peserta didik tentang materi yang akan dipelajari.
2. Tahap inti : 140 menit
a. Pendidik  menjelaskan materi tentang pengertian-pengertian tugas, wewenang pejabat keuangan, jenis-jenis penata bukuan manual, fungsi dari penata bukuan manual, dokumen sumber, dan kendala yang dihadapi oleh satuan kerja
a. Peserta didik memperhatikan, mencatat hal-hal yang penting, bertanya jika ada materi yang belum dimengerti. 
b. Pendidik  memberikan waktu kepada serdik untuk bertanya    tentang materi yang belum dipahami. 
c. Pendidik  memberikan penguatan materi. 
d. Pendidik meninstruksikan kepada serdik untuk mendiskusikan materi dengan membagi kelas menjadi dua kelompok sebagai berikut : 
1) 
kelompok satu mendiskusikan tentang proses penata bukuan manual.
2)
kelompok dua mendiskusikan tentang kendala yang dihadapi oleh satuan kerja.
e. Peserta didik memaparkan hasil diskusi.
f. Peserta didik memberikan tanggapan terhadap hasil diskusi kelompok secara bergantian.
g. Pendidik mengamati, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan diskusi.
3. Tahap akhir : 25 menit
a. Penguatan materi 

       
Pendidik memberikan ulasan secara umum terkait dengan proses pembelajaran dan hasil diskusi.

b. Cek penguasaan materi 
      
Pendidik mengecek penguasaan materi yang disampaikan dengan cara bertanya secara lisan dan acak kepada peserta didik. 
c. Pendidik menyimpulkan materi.
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	Tagihan  Tugas

	
	Masing-masing kelompok peserta didik diberikan penugasan untuk menyerahkan hasil diskusi yang dibahas.


	 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



	Lembar  Kegiatan

	
	Peserta didik mendiskusikan materi, kelompok satu mendiskusikan tentang proses penata bukuan manual dan kelompok dua mendiskusikan tentang kendala yang dihadapi oleh satuan kerja.
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	Bahan Bacaan

	
	GAMBARAN UMUM PENATA BUKUAN MANUAL 

DI LINGKUNGAN POLRI
1.
Pengertian-pengertian yang Berkaitan dengan penata bukuan manual.

a. Penatabukuan manual adalah segala usaha dan kegiatan untuk mencatat semua transaksi keuangan secara teratur dengan menggunakan suatu sistem tertentu dalam rangka penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
b. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Kepala Lembaga serta disahkan oleh Dirjen Perbendaharaan atau Kepala Kanwil Dirjen Perbendaharaan an. Menteri Keuangan. 

c. Surat Perintah Membayar (SPM) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.

d. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan (SPM UP) yaitu dana yang diberikan oleh KPPN kepada Bendahara sebagai uang muka kerja sesuai dengan rencana kebutuhan Satker.

e. Surat Perintah Membayar Pengganti Uang Persediaan (SPM GU) yaitu dana yang diberikan oleh KPPN kepada Bendahara Satuan sebagai dana pengganti Uang Persediaan bulan sebelumnya.

f. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan (SPM TUP) yaitu dana yang diberikan oleh KPPN kepada Bendahara Satuan yang jumlah rencana penggunaan dana bulan berikutnya lebih besar dari UP yang sudah diterima.

g. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM LS) adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kuasa pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana secara langsung dan pembayarannya langsung kepada pihak ketiga.

h. Surat Perintah Membayar Nihil (SPM Nihil) yaitu SPM yang terbit akibat dari Uang Persediaan yang telah dipertanggung jawabkan oleh Bendahara Satuan.

i. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM.

j. Bendahara Satker disingkat Bensatker adalah jabatan fungsional yang merupakan unsur pelayanan keuangan pada tingkat Satuan Kerja yang berada di bawah Kasatker.

k. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Anggaran yang salah satu tugasnya melaksanakan pembayaran atas tagihan kepada Negara berdasarkan ketentuan yang berlaku.  

2. Tugas dan Wewenang Pejabat Keuangan Satker

a. Kuasa Pengguna Anggaran

1) Tugas

a) Menyusun DIPA;

b) Menetapkan PPK untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara;

c) Menetapkan Pejabat Penandatangan SPM untuk melakukan pengujian tagihan dan menerbitkan SPM atas beban anggaran belanja negara;

d) Menetapkan panitia/pejabat yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelola anggaran/keuangan;

e) Menetapkan rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana;

f) Memberikan supervisi dan konsultansi dalam pelaksanaan kegiatan dan penarikan dana;

g) Mengawasi penatausahaan dokumen dan transaksi yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan dan anggaran; dan
h) Menyusun laporan keuangan dan kinerja atas pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2)
Kewajiban

a) Menyusun rencana kerja dan anggaran satker berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.

b) Mempertanggungjawabkan anggaran yang dikelola kepada PA dan kepada wasrik internal serta eksternal.

c) Menyusun LRA dan Neraca kepada PA secara berjenjang sesuai dengan standart akutansi pemerintah.

d) Menyusun laporan sistem akutansi asset tetap kepada PA secara berjenjang.

e) Mengawasi dan melaksanakan pembayaran hak-hak personel secara tepat waktu dan tepat angka serta dapat diterima oleh yang berhak.

f) Mengintensifkan penerimaan  bukan pajak di lingkungan Satker yang dipimpinnya.

b.
Pejabat Penandatangan SPM 

1) Tugas

a) Menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung;

b) Menolak dan mengembalikan SPP, apabila SPP tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;

c) Membebankan tagihan pada akun yang telah disediakan;
d) Menerbitkan SPM;
e) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen hak tagih;
f) Melaporkan pelaksanaan pengujian dan perintah pembayaran kepada KPA; dan
g) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan pengujian dan  perintah pembayaran.
2) Wewenang

a) Memeriksa secara rinci kebenaran formal dan  material keabsahan dokumen pendukung Permintaan Pembayaran.

b) Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA.

c) Membebankan pengeluaran sesuai dengan akun pengeluaran yang bersangkutan.

d) Memerintahkan pembayaran atas beban APBN.

c.        Pejabat Pembuat Komitmen

Pejabat Pembuat Komitmen bertugas :

1) Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan dan rencana penarikan dana berdasarkan DIPA;

2) Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa;

3) Membuat, menandatangani dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang/jasa;

4) Melaksanakan kegiatan swakelola;

5) Memberitahukan kepada Kuasa BUN atas perjanjian/kontrak yang dilakukannya;
6) Mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;
7) Menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara;
8) Membuat dan menandatangani SPP;
9) Melaporkan pelaksanaan/penyelesaian kegiatan kepada KPA;
10) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada KPA dengan Berita Acara Penyerahan;
11) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
12) Melaksanakan tugas dan wewenang lainnya yang berkaitan dengan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

d.       Bendahara Satker selaku pelaksana staf mempunyai tugas sebagai berikut :

1)
Pembinaan fungsi keuangan di lingkungan Satker yang meliputi :

a) Perumusan Pelaksanaan Keuangan di lingkungan    Satker.
b) Penyiapan data dalam rangka penyusunan rancangan Renja yang berkaitan dengan pembinaan keuangan di lingkungan Satker.
c) Penyiapan data dalam rangka Sun RKA Satker.

d) Bimbingan atas penyelenggaraan fungsi keuangan di lingkungan Satker.

2) Penyelenggara Fungsi Keuangan di Lingkungan Satker meliputi :

a) Penyiapan surat permintaan pembayaran beserta kelengkapan.

b) Pengajuan taguhan kepada KPPN.

c) Pengambilan SP2D ke KPPN.

d) Penerima, penyimpanan dan pembayaran dana satker yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku.

e) Penyelenggaraan proses akutansi dan verifikasi data keuangan.

f) Penyelenggaraan pengolahan, posting atau cetak data pelaksanaan back up serta penyimpanan. 

g) Pencatatan administrasi keuangan.

h) Penyusunan laporan/akuntabilitas keuangan dilingkungan Satker.

i) Penganalisaan atas cacatan keuangan, baik berupa keuangan cetak maupun arsip data komputer.

3)
Bendahara Satker selaku pengelola uang persediaan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a) Meneliti kelengkapan perintah pemebayaran yang diterbitkan oleh KPA.

b) Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran.

c) Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.

d) Melaksanakan pemungutan penerimaan negara.

e) Menolak pencairan dana apabila perintah pembayaran dari KPA tidak didukung oleh bukti pengeluaran yang sah untuk memperoleh pembayaran
3. Jenis-jenis Penata Bukuan (Tabu) Manual Satker

Penata Bukuan Manual tingkat Satuan Kerja di lingkungan Polri , digolongkan menjadi 3 bagian yaitu :
a. Buku Harian

Adalah buku pengawasan harian yang dicatat pada saat terjadinya transaksi keuangan yang berkenaan dengan pengeluaran anggaran yang digunakan.

1) Buku Kas Bank terbagi menjadi 2 bagian, yaitu :

a) Buku Kas Bank ( APBN ) atau BS – 01 A

Yaitu digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran uang negara beserta perubahannya baik secara tunai maupun melalui bank yang menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bersumber dari APBN.

b) Buku Kas Bank ( Non APBN ) atau BS – 01B


Yaitu digunakan untuk mencatat semua transaksi penerimaan dan pengeluaran uang negara beserta perubahannya baik secara tunai maupun melalui bank yang menjadi tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang bukan bersumber dari APBN.

2) Buku Penerbitan SPM

Adalah suatu buku harian  mengenai transaksi keuangan yang berkaitan dengan penerbitan SPM.

3) Buku Penerimaan SP2D

Adalah suatu buku pembantu mengenai transaksi keuangan yang berkaitan dengan semua penerimaan SP2D yang diterbitkan oleh KPPN.

b. Buku Pembantu
Adalah suatu buku pengawasan pembantu mengenai transaksi keuangan yang berkaitan dengan anggaran dan realisasinya.
Buku pembantu  terdiri dari :

 1)      Buku Pengawasan Piutang

Adalah suatu buku pengawasan pembantu yang digunakan untuk mencatat dan mengawasi secara rinci semua piutang yang berasal dari personel dan pihak ketiga kepada negara.

2)     
Buku Pengawasan Utang 

Adalah suatu buku pengawasan pembantu yang digunakan untuk mencatat dan mengawasi secara rinci semua utang yang diakui secara sah menjadi tanggungan negara.
3)     
Buku Pengawasan Hibah Uang

Adalah suatu buku pengawasan pembantu yang digunakan untuk mencatat dan mengawasi secara rinci semua hibah dari pihak ketiga yang dinilai dengan mata uang rupiah baik yang sudah maupun belum diregistrasi.

4)  
Buku Pengawasan Hibah Barang


Adalah suatu buku pengawasan pembantu yang digunakan untuk mencatat dan mengawasi secara rinci semua hibah dari pihak ketiga berupa barang baik yang sudah maupun belum diregistrasi.

5)  
Buku Pengawasan Anggaran Khusus.


Adalah suatu buku pengawasan pembantu yang digunakan untuk mencatat secara rinci penerimaan dan pengeluaran anggaran maupun dana sebagai sarana pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan dana yang bersumber dari anggaran bersifat khusus.

6)    
Buku Pengawasan Penerimaan dan Penyetoran Negara.

Adalah suatu buku pengawasan pembantu yang digunakan untuk mencatat dan mengawasi secara rinci penerimaan dan penyetoran:
7)      
Buku Pengawasan Penerimaan dan Pengeluaran Lain-lain.

Adalah suatu buku pengawasan pembantu yang digunakan untuk mencatat dan mengawasi penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber diluar APBN, PNBP dan Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Buku Tambahan

Terdiri dari : 

1. Kartu Piutang

Adalah suatu bentuk kartu yang digunakan untuk mencatat dan mengawasi piutang perorangan maupun pihak ketiga kepada negara.
2. Kartu Utang

Adalah kartu yang digunakan untuk mencatat dan mengawasi utang negara kepada pihak ketiga.

3. Kartu Hibah Uang
Adalah kartu yang digunakan untuk mencatat dan mengawasi penerimaan dan pengeluaran hibah berupa uang.

4) Kartu Hibah Barang

Adalah kartu yang digunakan untuk mencatat dan mengawasi penerimaan dan pengeluaran hibah berupa barang.

5) Kartu Anggaran Khusus.

Adalah kartu yang digunakan untuk mencatat penerimaan anggaran, penerimaan dan pengeluaran dana agar setiap saat dapat diketahui sisa anggaran dan dana yang masih tersedia.

6) Kartu Pengawasan Penerimaan dan Penyetoran Pendapatan Negara

Adalah kartu pengawasan yang digunakan untuk mencatat dan mengawasi penerimaan PFK, penyetoran pajak dan PNBP.

7) Kartu Penerimaan dan Pengeluaran lain-lain.

Adalah kartu yang digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran dana yang bersumber diluar APBN, PNBP dan Hibah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Fungsi dari Penata Bukuan Manual

Adapun fungsi dari pencatatan penata bukuan manual adalah sebagai :
a. Alat untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu.

b. Alat untuk menyediakan informasi yang dapat dipercaya tentang posisi keuangan.

c. Alat Untuk menyediakan informasi keuangan yang berguna untuk perencanaan, pengelolaan dan pengendalian kegiatan.

d. Sebagai alat pengawasan pengelolaan keuangan satker sebagai pengguna anggaran. 
e. Sebagai alat pertanggung jawaban 
f. Sebagai alat manajemen, dan 
5. Dokumen Sumber

Dokumen Sumber yang digunakan dalam proses bisnis akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan di tingkat UAKPA antara laioiihn adalah :

a. Dokumen yang terkait dengan transaksi penerimaan, terdiri dari:

1. Estimasi Pendapatan (Pajak dan PNBP) yang dialokasikan, antara lain: DIPA, DIPA Revisi, dan/atau dokumen lain yang dipersamakan dengan DIPA; dan

2. Realisasi Pendapatan, antara lain: bukti penerimaan negara seperti :  SSBP, SSP, SSPCP, dan dokumen lain yang sah yang dipersamakan.

b. Dokumen yang terkait dengan transaksi pengeluaran yang terdiri dari:
1) DIPA, DIPA Revisi, Petunjuk Operasional Kegiatan dan dokumen lain yang dipersamakan;

2) Realisasi Pengeluaran: SPP, SPM dan SP2D, SP3B-BLU dan SP2B BLU, SP2HL dan SPHL, dan dokumen lain yang dipersamakan.

c. Memo Penyesuaian yang digunakan dalam rangka pembuatan jurnal penyesuaian untuk transaksi akrual dan jurnal aset.

d. Dokumen yang terkait transaksi piutang, antara lain kartu piutang, daftar rekapitulasi piutang, dan daftar umur piutang.

e. Dokumen yang terkait transaksi persediaan, antara lain kartu persediaan, buku persediaan, dan laporan persediaan.

f. Dokumen yang terkait transaksi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), antara lain Kartu KDP, Laporan KDP.

g. Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga seperti Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), Surat Keputusan (SK) Penghapusan, SK Penghentian dan/atau Penggunaan Kembali atas Aset Tetap/Aset Tak Berwujud yang dalam kondisi rusak berat, Laporan Hasil Opname Fisik (LHOF), dan lain sebagainya.

6. Kendala yang dihadapi

Pada pencatatan peñata bukuan manual, tidak lepas dari kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Kerja khususnya pada pencatatan Buku Harian yaitu Buku Kas Bank yang bersumber dari APBN. 

Adapun kendala-kendala yang dihadapi oleh Satuan Kerja adalah sebagai berikut :
a. Tanggal yang tertera pada SPPD  tidak sama dengan tanggal ( transfer ) yang tertera di rekening koran.
b. Biasanya pada akhir bulan, KPPN sudah menerbitkan SPPD tetapi di dalam Rekening koran belum tertera dana penerbitannya.
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	RANGKUMAN



	
	1. Penatabukuan manual adalah segala usaha dan kegiatan untuk mencatat semua transaksi keuangan secara teratur dengan menggunakan suatu sistem tertentu dalam rangka penyusunan laporan dan pertanggungjawaban keuangan.
2. Pejabat keuangan Satker terdiri dari :
a. Kuasa Pengguna Anggaran.

b. Pejabat Penandatangan SPM.
c. Pejabat Pembuat Komitmen.
3. Penata Bukuan Manual tingkat Satuan Kerja di lingkungan Polri , digolongkan menjadi 3 bagian yaitu :
a.  
Buku harian.
b.  
Buku pembantu.
c.  
Buku tambahan.
4. Fungsi dari penata bukuan manual antara lain adalah sebagai alat untuk menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu.
5. Dokumen sumber dalam penata bukuan manual yaitu :

a. Dokumen yang terkait dengan transaksi penerimaan.
b. Dokumen yang terkait dengan transaksi pengeluaran.
c. 
Memo penyesuaian
d. Dokumen yang terkait dengan transaksi piutang
e. Dokumen yang terkait dengan kontruksi dalam pengerjaan.

f. 
Dokumen lainnya dalam rangka penyusunan laporan keuangan.
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	LATIHAN



	
	1. Jelaskan Pengertian-pengertian yang berkaitan dengan penata bukuan manual !
2. Jelaskan Tugas dan wewenang Pejabat keuangan Satker !
3. Jelaskan jenis-jenis penata bukuan manual !
4. Jelaskan fungsi dari penata bukuan manual
5. Jelaskan dokumen sumber !
6. Jelaskan kendala yang dihadapi oleh satuan kerja !
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